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IKHTISAR EKSEKUTIF


Membangun Indonesia seutuhnya termasuk pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari dan pembangunan daerah Kota Bekasi yang diarahkan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif berkelanjutan sehingga setiap angkatan kerja dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan terciptanya suasana hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja, demikian pula halnya dengan pembangunan supaya diberdayakan seoptimal mungkin sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.
Salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian di Kota Bekasi 
yakni masalah ketenagakerjaan, hal ini disebabkan antara lain karena ketidak seimbangan antara jumlah angkatan kerja yang cenderung meningkat sedangkan jumlah kesempatan kerja relatif tetap sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran yang masih cukup tinggi serta kualitas dan produktivitas tenaga kerja masih rendah, masih adanya perusahaan yang belum mewajibkan pekerjanya masuk menjadi peserta program jamsostek, masih banyaknya perusahaan yang belum membuat peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama meskipun di perusahaan tersebut telah terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 
Oleh sebab itu berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan sebagaimana yang diimplementasikan dalam Rencana Stratejik, telah melaksanakan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2020 untuk memecahkan masalah tersebut. Adapun program dan kegiatan dimaksud meliputi sebagai berikut :
1. Program  Penunjang urusan Pemerintah Daerah
Program ini untuk meningkatkan SDM aparatur urusan penunjang Urusan dalam membangun ketenagakerjaan
2.   Program Perencanaan Tenaga kerja 

	Tujuan adalah untuk memastikan sesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan ,mengatisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualitas ketenaga ketenaga kerjaan 
3. Program Pelatihan kerja  dan Produktivitas tenaga kerja

dengan tujuan menyediakan tenaga kerja yang profesional, kompeten, produktif, berbudaya dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru, dan sasaran meningkatnya PelatihanBerbasis kompetensi dan berbasis masyarakat serta pelatihan kewirausahaanyang akan dijadikan sebagai bahan pedoman dalam pembangunan ketenagakerjaan di Kota Bekasi.
4. Program Penempatan 
dengan tujuan meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pelayanan penempatan tenaga kerja yang efektif dan perluasan penciptaan lapangan kerja, dan sasaran meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran serta dapat menciptakan lapangan kerja produktif

5. Program Pengembangan Hubungan Industrial 

Dengan tujuan menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial dan sasaran meningkatnya Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Hasil capai kinerja atas pelaksanaan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan Tahun 2021 di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Utara maupun hasil Pencapaian Sasaran atas Kinerja Kegiatan sebagaimana yang dijabarkan dalam Akuntabilitas Kinerja tersebut diatas, serta Realisasi Keuangannya pencapaiannya sangat baik, walaupun demikian masih ditemukan adanya
permasalahan yang perlu mendapat perhatian di Kota Bekasi yakni masalah ketenagakerjaan, hal ini disebabkan antara lain :
1. karena ketidak seimbangan antara jumlah angkatan kerja yang cenderung meningkat sedangkan jumlah kesempatan kerja relatif tetap sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran yang masih cukup tinggi serta kualitas 
2. Produktivitas tenaga kerja masih rendah, masih adanya perusahaan yang belum mewajibkan pekerjanya masuk menjadi peserta program jamsostek.
3. Masih banyaknya perusahaan yang belum membuat peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama meskipun di perusahaan tersebut telah terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Disamping itu juga masalah ketenagakerjaan semakin terbatasnya lapangan pekerjaan,
4. Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi belum mempunyai BLK ( Balai Latihan Kerja ) Berdasarkan permasalahan di atas diperlukan tindak lanjut (Telah diusulkan ke untuk pembangunan BLK Kota Bekasi dan sudah disetujui untuk tahun 2022 pembuatan kajian BLK )
Dalam dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun  2018-2023, ditetapkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi  dan Transmigrasi melaksanakan Misi ke-1 dan Misi ke- 3
yaitu : (1) Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik”  (2) Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing”.
Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan sebagaimana yang diimplementasikan dalam Rencana Stratejik, telah melaksanakan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021. 
Hasil capai kinerja atas pelaksanaan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan Tahun 2021 di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi maupun hasil Pencapaian Sasaran atas Kinerja Kegiatan sebagaimana yang dijabarkan dalam Akuntabilitas Kinerja tersebut diatas, serta Realisasi Keuangannya pencapaiannya sangat baik.
Untuk mendukung ketercapaian Misi 1 dan Misi 3 Walikota dan Wakil Kota Bekasi  tersebut Dinas Tenaga Kerja  sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bekasi. mempunyai tujuan sebagai berikut :
	[bookmark: _Hlk81333337]
No
	
Tujuan
	
Indikator 
tujuan
	
Sasaran
	
Indikator Sasaran

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

	Prentase jumlah pengaduan  masyarakat

	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas
	Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja

	
	
	
	
	Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja 

	
	Mewujudkan produktivitas ketenagakerjaan yang berbasis kemandirian
	Tingkat Pengangguran Terbuka
	
	

	
	
	
	Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan
	Persentase tenaga kerja yang berkompeten

	
	
	
	Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja

	Persentase penurunan perselisihan pengusaha dan pekerja




Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2018-2023, dan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2021, dari 2  ( dua ) Tujuan dan 3 (tiga ) Sasaran Strategis dan 4 Indikator Sasaran. Dapat dijelaskan pada pada Bab III. 






















BAB  I
PENDAHULUAN


1.1 LATAR BELAKANG

Membangun Indonesia seutuhnya termasuk pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah yang diarahkan untuk lapangan usaha produktif berkelanjutan, meningkatnya kondisi dan mekanisme hubungan industrial, pengembangan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja sehingga setiap angkatan kerja dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi dirinya maupun keluarganya yang tentunya pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana tersebut diatas dapat mewujudkan tenaga kerja yang berbudaya, berdaya saing dan sejahtera Kota Bekasi. 
Dalam pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan Kota Bekasi dilakukan melalui program/kegiatan : 
1) Program  Penunjang urusan Pemerintah Daerah
2) Program perencanaan Tenaga Kerja 
3) Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
4) Program penempatan tenaga kerja
5) Program Hubungan Industrial
 		Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden 
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penerapan manajemen strategis di Indonesia pada sektor publik, secara formal diperkenalkan Tahun 1999, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang dituangkan di dalam Rencana Strategis Organisasi yang merupakan Wujudkan kewajiban instansi bersangkutan untuk mempertanggung jawabkan kebehasilan ataupun kegagalan penyelenggaraan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaran organisasi dapat diukur, antara lain melalui evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat ditegakan apa bila telah mencakup 3 aspek yang merupakan suatu sinaergi yakni :
1. Akuntabilitas Manajemen, fokusnya adalah pada kesanggupan (Enablers) dan efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya manajemen, seperti dana,asset(harta kekayaan), tenaga kerja,maupun sumber daya yang lain;
2. Akuntabilitas Proses, fokusnya adalah pada alur proses kegiatan instansi apakah sudah sesuai dengan prosedur-prosedur serta memberikan dampak positif kepada masyarakat,khususnya ketenagakerjaan;
3. Akuntabilitas Program, fokusnya adalah pada pencapaian hasil kegiatan instansi apakah sudah memberi kepuasan/kenyamanan kepada pelanggan (customer)dan stakeholder memberikan kepuasan/kenyamanan kepada masyrakat,khususnya ketenagakerjaan.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Tahun 2021. 
Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan tingkat kualitas dari pencari kerja atau tenaga kerja, lowongan/lapangan pekerjaan yang tersedia, hubungan kerja yang kondusif, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta [BAB I] [Pick the date] 2 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi  Tahun 2021 globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanannya diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat khususnya tenaga kerja maupun pencari kerja dan masyarakat khususnya untuk penciptaan tenaga kerja yang siap pakai dalam menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0. Selanjutnya Pembangunan Nasional dan Daerah harus juga diarahkan berwawasan ketenagakerjaan, yaitu setiap kebijakan publik berupa pembangunan diharapkan selalu dapat berdampak terhadap pengurangan pengganguran.
Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi yang memiliki kewenangan dalam pemerintahan khususnya memberikan pelayanan kepada pencari kerja (pencaker) dan pelayanan kepada pemberi kerja (perusahaan) di Kota Bekasi. Peran tersebut sangat terlihat pengaruhnya pada dinamika angka pengangguran di Kota Bekasi. Hal ini merupakan perwujudan cita-cita dari visi Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan. Pada RPJMD 2018-2023 sebagai berikut :
Sesuai dengan tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dalam penyusunan Perencanaan pembangunan, Dinas Tenaga Kerja mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, yaitu misi ke1 (satu ) dan misi 3 ( tiga)  yaitu : 
	Misi I    
	Meningkatkan kapasitas tata kelola Pemerintah yang baik 


	Misi III
	Meningkatkan Perekonomian berbasis potensi jasa krreatif dan perdagangan yang berdaya saing.




Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi tersebut, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi adalah :
· Indikator Kerja Utama Dinas Tenaga Kerja adalah (1) Nlai AKIP Dinas Tenaga Kerja (2) Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja (3) persentase Lapangan kerja baru yang produktif (4) Presentase penurunan pengusaha dengan pekerja 
Dan jika melihat capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja pada Tahun 2021 
(a) Indikator persentase Lapangan kerja baru yang produktif dengan target 100 persen ( target 350 orang baru capaian 375 orang  ) memperoleh capaian sebesar        : 107 persen indikator ini meningkat, upaya yang dilakukan bekerjasama dengan BPPP Cevest bekasi dan DID Kota bekasi 
(b) Indikator persentase tenaga kerja yang berkompeten ditempatkan dengan target 61,22 orang memperoleh capaian 76,17 persen ( data penempatan = 9.991 orang  dan pencaker 13.116 Target meningkat 136 pesen ) capaian meningkat 124 persen , upaya yang dilakukan adalah bekerjasama dengan Bursa Kerja Khusus (BKK), LPTKS ,Perusahaan di Kota Bekasi 
(c) Indikator Persentase penurunan perselisihan pengusaha dan pekerja dengan target 98 kasus  , jumlah kasus yang terselesaikan sebasar 98 kasus  memperoleh capaian 100 persen
1.2. Landasan Hukum
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja  Kota Bekasi  mengacu kepada :
 1). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem   Perencanaan Pembangunan;
 2).	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
3).	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4).	 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang     Pemerintah Daerah;
6.  Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
7. 	Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.3. Maksud dan Tujuan
			Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi  atas penggunaan anggaran dengan melaksanakan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun tujuannya adalah : 
1. Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja
2. Mewujudkan produktivitas ketenagakerjaan yang berbasis kemandirian

. 1.4. Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota Bekasi dalam melaksanakan kewenangan di bidang ketenagakerjaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi  mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Tenaga Kerja dan  Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Tenaga Kerja; 
b.  Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di Bidang Tenaga Kerja; 
c. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di Bidang Tenaga Kerja 
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
	
			Berdasarkan latar belakang diatas, Untuk pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pada Tahun 2021 sesuai dengan perjanjian kinerja yang relative dibuat,akan kami bahas pada BAB III Akuntabilitas Kinerja pada laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja.
Penentuan IKU ini didasarkan pada pencapaian area perubahan Indeks Reformasi Birokrasi yang menjadi indikator tujuan pada RPJMD 2018-2023, dimana area perubahan yaitu pelayanan ketenagakerjaan, peraturan perundang-undangan, akuntabilitas, dan pelayanan tenaga kerja dilaksanakan dengan Dinas Tenaga Kerja sebagai leading sektor.
Penyusunan LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Kota Tahun 2021 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan, berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
1.5. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Perubahan ketiga atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 111 tahun 2021 Tentang kedudukan ,susunan Organisasi ,Tugas Pokok dan fungsi serta tata kerja dikepalai oleh Kepala Dinas yang membawahi :
1. Kepala Dinas, membawahkan
2. Sekretariat, membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub bagian keuang;
c. Sub Kordinator Perencanaan
3. Bidang Pelatihan Kerja,membawahi:
(a) Sub koordinator Kelembagaan Pelatihan;
(b)     Sub Koordinator Penyelenggaraan Pelatihan;
(c)     Sub koordiator Sertifikasi Kompetensi.
4. Bidang Pengembangan Pelatihan Peningkatan Produktivitas, membawahi:
(a) Sub Koordinator Pengembangan Pelatihan Produktivitas;
(b)   Sub Koordinator Pelatihan dan Konsultansi  Produktivitas;
(c)      Seksi Pengukuran dan Analisa Produktivitas.
5. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi:
a. Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja;
b. Sub Koordinator Tenaga Kerja Luar Negeri;
c. Sub Koordinator dan Perluasan Kesempatan Kerja.
6. Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek, membawahi:
a. Sub Koordinator  Persyaratan Kerja;
b. Sub Kordinator Pengupahan dan Jamsostek;
c. Sub Koordinator  Perselisihan Hubungan Industrial.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dinas Tenaga KerjaKota Bekasi yang didalamnya terbagi atas 1 (satu) Kesekretariatan, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Sub Koordinator Kepala Seksi, 2 (tiga) Subbag, dan jabatan fungsional, memiliki jumlah personil menurut jenjang pendidikan dapat dibagi sebagai berikut:
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 

Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mempunyai fungsi:
(a) perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
(b) penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Ketenagakerjaan;
(c) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
(d) Pembinaan administrasi perkantoran;
(e) Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang ketenagakerjaan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan perangkat daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dinas;
(f) Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
(g) Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
(h) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
(i) Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan Kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
(j) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota Bekasi,
BAGAN STUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.
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Sumber Data Struktur Dinas Tenaga Kerja

Dengan tujuan dan fungsi utama LKIP yaitu sebagai media pertanggung jawaban dan sebagai alat meningkatkan kerja organisasi.
Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, 
tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.
Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi merupakan pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Ketenagakerjaan mempunyai kewenangan melaksanakan tugas-tugas sesuai misi dan tujuan yang akan dicapai. Adapun isu strategis yang menjadi penentu/pengaruh dalampencapaian tujuan organisasi yaitu :
1. Peluang 150.000 tenaga kerja baru melalui melalui peningkatan kompetensi pengembangan usaha baru dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja (job fair);
2. Tenaga kerja yang belum siap bekerja serta kualitas yang belum memadai;
3. Angka pengangguran tinggi;
4. Peluang kerja tidak sesuai dengan jumlah pencari kerja.
Keadaan Dinas Tenaga Kerja pada Tahun 2021 menunjukan perkembangan yang fluktuatif di pasar tenaga kerja Kota Bekasi. Hal ini digambarkan dengan naiknya jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk yang bekerja tetapi disertai dengan naiknya tingkat pengangguran dibandingkan kondisi Tahun 2020.




Tabel 1.1
Perbandingan Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur
Tahun 2020 dan Tahun 2021

	
KELOMPOK UMUR
	TAHUN
	JUMLAH

	
	2020
	2021
	

	1
	2
	3
	4

	15-19
	11.059
	7.880
	

	20-24
	178.405
	177.860
	

	25-29
	204.869
	204.718
	

	30-34
	245.712
	171.442
	

	35-39
	226.704
	765.284
	

	40-44
	119.266
	101.888
	

	45-49
	149.978
	154.048
	

	50-54
	111.810
	113.753
	

	55-59
	27.206
	23.789
	

	60-64
	10.630
	8.903
	

	60-+
	5.333
	4.216
	


Sumber Data BPS dan Rencana Induk Dinas Tenaga Kerja

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memiliki wewenang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan provinsi (UU No. 23/2014). Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 23/2014 ini meliputi: demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.
Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja laporan kinerja dipergunakan sebagai berikut:



a. Sarana atau instrumen penting untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
b. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat asas (konsisten);
c. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah atau unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjut;
d. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi atau unit kerja dalam menjalankan misi, tugas atau jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja;
e. Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkesinambungan.
Penyusunan LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2020 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan, berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaanprogram dan kegiatan.
1.6. Kondisi Kepegawaian
Komposisi personil/pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi berdasar jenjang Pendidikan terdiri dari lulusan SLTA, S-1 dan S-2 dengan berbagai macam disipiln ilmu, yaitu Administrasi Negara/Publik, Ekonomi, Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Manajemen, sedangkan dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 1.2
Data Pendidikan Pegawai
Dinas Tenaga KerjaKota Bekasi

	SDM
	Jumlah
	Pendidikan Terakhir

	
	
	S.3
	S.2
	S.1
	D.3 / D.4
	SMA

	Pejabat Struktural
	20
	-
	13
	6
	-
	1

	Jabatan Fungsional Umum
	36
	-
	6
	12
	4
	14

	Jabatan Fungsional Tertentu
	6
	-
	1
	5
	-
	-

	Jumlah
	62
	-
	20
	23
	4
	15


Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

1.7 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pada Tahun 2020 terdiri dari:
	a) Belanja Langsung Urusan ( BLU )

	a) Program pelatihan Kerja  dan produktivitas tenaga kerjaterdiri dari 2 kegiatan, yaitu:
· Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi;

	b) Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 1 kegiatan yaitu:
· Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja.

	b.) .Penunjang Urusan Belanja Langsung (BLPU)

	A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 10 kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
2) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
3) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
5) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
7) Penyediaan Makanan dan Minuman;
8) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah;
9) Penyediaan jasa Tenaga Administrasi/Teknis perkantoran;
10) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
11) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.

	B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 3 kegiatan, yaitu:
1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
4) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

	C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan, yaitu:
1) Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.


Secara umum layanan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi menjalankan 4 (empat) fungsi utama, yaitu perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi.
Perencanaan yang dimaksud adalah melaksanakan pelayanan pendataan rencana program dan kegiatan,penyusunan rencana program,dan hasil pelaksanaan monitoring,dan evaluasi program.
Koordinasi yang dilakukan mencakup antar OPD terkait, antar daerah dengan kelembagaan provinsi dan pusat, dan dengan kelompok/lembaga swadaya masyarakat.
Pengendalian yang dilakukan meliputi monitoring perkembangan program dan kegiatan upaya mengendalikan agar realisasi/pelaksanaan program sesuai rencana baik waktu, kualitas, dan sasaran.
Evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi versus rencana dan evaluasi relevansi terhadap visi Kota Bekasi.
Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasiyaitu:
1. Bidang Pelatihan Kerja.
Bidang Pelatihan Kerja, Penyusunan Program Kerja,perumusan kebijakan,petunjuk teknis serta rencana strategi, pengorganisasian 

penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi(PBK),pelaksanaan verifikasi informasi regulasi. Pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga dan lembaga pelatihan kerja,pelaksanaan pemberian ijin kepada lembaga pelatihan kerja swasta.
2. Bidang Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas.
Bidang pengembangan pelatihan dan peningkatan produktivitas, dalam memimpin mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengukuran produktivitas, mengkoordinasikan pemantauan surveillance, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan.
3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
Bidang penempatan tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja mengendalikan, dan menyusun program kerja, perumusan kebijakan,pengkoordinasikan perantara kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja, pengorganisasian pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon Pekerja Migran Indonesia ke luar Negeri, pengkoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon Pekerja Migran Indonesia, penerbitan perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing ( IMTA ) yang lokasi kerja lebih dari 1 Daerah Kab/Kota dalam 1 Daerah Kab/Kota.




4. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja mempunyai tugas menyusun program kerja, petunjuk teknis serta rencana strategi,pelaksanaan mediasi perselisihan di perusahaan,mogok kerja dan penutupan perusahaan.

1.8 	Sistematika Penyajian
Sistematika LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan susunan sebagai berikut:
	BAB I
	PENDAHULUAN

	
	Bab ini menyajikan latar belakangtugas,fungsi dan wewenang organisasi, aspek strategis organisasi,kegiatan dan layanan produk organisasi, sistematika penyajian

	BAB II
	PERENCANAAN KONTRAK KERJA

	
	Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan kontrak kerja tahun yang bersangkutan

	BAB III
	AKUNTABILITAS KINERJA

	
	1. Capaian Kinerja Organisasi
Sub bab ini menyajikan capaian Kinerja organisasi secara umum
2. Analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap pernyataan Kinerja/sasaran strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut :
a) Membandingkan antara target capaian kinerja tahun ini;
b) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
c) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis;
d) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar Nasional ( Jika ada );
e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja alternatif solusi yang dilakukan;
f) Analisis Efesiensi penggunaan Sumber Daya.



















BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2018-2023

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.Penyusunanrencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.Penyusunanrencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.
Perencanaan Kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasididasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 3 (tiga) sasaran strategis dan  4 (empat ) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan Tahun 2021, dengan target satuan berupa % (persen) dan jumlah, sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan.




2.1.1. Visi
  Visi adalah rumusan umum mengenai pandangan ke depan, kemana dan bagaimana instansi harus dibawa dan bekerja agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Pendapat lain mengatakan bahwa visi adalah merupakan suatu gambaran yang mendatang keadaan masa depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh instansi Pemerintah. Berdasarkan kondisi masyarakat Kota Bekasi saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dicanangkan Visi Kota Bekasi yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yaitu, “Cerdas Kreatif maju sejahtera dan ikhsan”
Dengan kata lain bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan di Kota Bekasi  bukan hanya ingin diarahkan pada tercapainya/terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Bekasi yang makmur dan sejahtera secara duniawi, akan tetapi juga ditujukan untuk tercapainya kebahagiaan akhirat yang hakiki (bukan hanya ingin mencapai kemakmuran dan kesejahteraan secara material atau lahiriyah semata, namun juga sejahtera secara spiritual atau batiniyah). 
2.1.2. Misi
Untuk mencapai tujuan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatas, maka dituangkan dalam 5 Misi, yaitu :
1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana Kota yang maju dan memadai;
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif;
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.
6. Ditindaklanjuti oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sebagai salah satu bentuk dukungan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tupoksi untuk ikut mensukseskan visi tersebut. Sesuai dengan tugas pokok Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan dan tugas pembantuan maka fungsi dan tugas Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi yang terkait dengan pencapaian Misi 1 dan  3. Misi 1 ( satu ) :     Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik dan Misi 3 ( tiga )“ Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing”.
Keterkaitan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam menunjang misi tersebut sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian urusan daerah dibidang ketenagakerjaan untuk memperluas peluang 150.000 tenaga kerja baru melalui peningkatan kompetensi pengembangan usaha baru dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja di Kota Bekasi.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran
Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, haruslah didukung dengan tujuan dan sasaran yang mengacu pada pernyataan Visi dan Misi. Tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
Adapun tujuan yang ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi  adalah menurunkan angka pengangguran. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Adapun sasaran yang ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi  meliputi: 
1).  Menngkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas
2).  Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan 
3) . Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja

2.2.4  Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator dan sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi  disusun dengan maksud dan tujuan :
1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2.   Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
3. Adapun IKU Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi  pada Perjanjian kinerja adalah tujuan yaitu ;



TABEL  IKU DINAS TENAGA KERJA
	
NO
	
SASARAN STRATEGIS
	
INDIKATOR KINERJA UTAMA
	
SATUAN
	PENJELASAN

	
	
	
	
	ALASAN
	FORMULASI / CARA PENGUKURAN
	PENANGGUNG JAWAB
	SUMBER DATA

	1
	2
	3
	4
	5
	
	7
	8

	
1
	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas
	
1
	
Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja
	
%
	
Dasar Hukum Nilai SAKIP dari Permenpan 12 tahun 2015
	
Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP
Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (.60-70), CC (>50-60), C (>30-50) dan D (0-30)
	
Sekretariat
	
Dinas Tenaga Kerja

	
	
	
	 
	
	
	
	
	 

	
	
	2
	Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja
	%
	Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) RB  nomor 14 tahun 2017
	Jumlah rata-rata tertimbang dikali 25  (kuisioner )
	
	Bidang Penempatan     bidang hisker

	2
	Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan
	2.
	Persentase tenaga kerja yang berkompeten
	%
	1
	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
	Jumlah lapangan kerja baru yang produktif : jumlah lapangan kerja baru x 100
	Bidang Pelatihan Kerja, Bidang Pengembangan Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas dan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 
	Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap LPK dan BLK di Kota Bekasi serta Pembuatan kartu AK.I, Bursa Kerja Online, Bursa Kerja Khusus, Wajib Lapor Lowongan dan Wajib Lapor Penempatan

	
	
	
	
	
	

3
	
Program Visi Misi Wali Kota tentang 150.000 tenaga kerja baru melalui peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja 
	
	
	

	3
	Penurunnya Sangketa Pengusaha Dengan Pekerja 
	 
	Presentase Penurunan Perselisihan pengusaha dengan pekerja
	%
	
	
	Jumlah Kasus yang terselesaikan : junlah kasus yang tercatat
	Bidang Hubungan Industrial
	Permohonan pencatatan kasus dan monitoring dan evaluasi


Sumber data Dinas Tenaga Kerja

2.3. Perjanjian Kinerja 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasa revaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, penerima evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja 
5. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,







                                      Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi 2021
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Target
Tahunan
	Triwulan
	Target

	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas
	Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja



	
	80
	Triwulan II
	20

	
	
	
	
	
	Triwulan III
	20

	
	
	
	
	
	Triwulan IV
	20

	
	
	Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja
	

	87,99

	Triwulan I
	21,99

	
	
	
	
	
	Triwulan II
	21,99

	
	
	
	
	
	Triwulan III
	21,99

	
	
	
	
	
	Triwulan IV
	21,99

	
2
	
Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan







	
Persentase tenaga kerja yang berkompeten
	
%
	
16,66
	
Triwulan II
	
25 %

	
	
	
	
	
	Triwulan III
	25 %

	
	
	
	
	
	Triwulan IV
	25 %

	
	
	
	
	
	Triwulan IV
	25 %

	3
	Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja

	Persentase penurunan perselisihan pengusaha dan pekerja
	100
	Persen
(%)
	Triwulan I
	25 %

	
	
	
	
	
	Triwulan II
	25 %


	
	
	
	
	
	Triwulan III
	25 %


	
	
	
	
	
	Triwulan IV
	25 %

2


Sumber Data Dinas Tenaga Kerja

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2021  adalah sebagai berikut
	Sasaran Strategis I
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas

	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Target tahun 2021

	Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja
	%
	80

	Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja
	%
			87.99



	Sasaran Strategis II
Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan

	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Target 2021

	Persentase tenaga kerja yang berkompeten
	%

	16,66






	Sasaran Strategis III
Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja


	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Target 2021

	Persentase penurunan perselisihan pengusaha dan pekerja
	kasus
	100



2.4. Perencanaan Anggaran 2021
Sasaran Strategis I :
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas
Indikator Kinerja Utama :
1. Prosentase Target Nilai Akip Dinas Tenaga Kerja sebesar 80 % Rp. 12.316.738.000
2. Prosentase Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja 89 % 
· Program penunjang urusan Pemerintah Daerah 
a. Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah Rp. 10.000.000 
b. Administrasi keuangan perangkat Daerah                  Rp 12.316.738.000 
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah                       Rp. 477.445.900 
d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah  Rp. 2.454.057.650 
e. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Rp. 975.136.000 
Sasaran Strategis II :
Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan
· Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
a. Pelaksnaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi  Rp. 555.000.000 
· POGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 
a. Pelayanan Antar Kerja di Daerah        Kab/Kota      RP. 177.900.000 


Sasaran Strategis III :
Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja
· PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
a. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan Perusahaan Daerah Kab/Kota  Rp. 500.527.000
Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi 2021

	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Target
Tahunan
	Triwulan
	Target

	1.
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas
	Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja
	%




	80




	Triwulan I
	20

	
	
	
	
	
	Triwulan II
	20

	
	
	
	
	
	Triwulan III
	20

	
	
	
	
	
	Triwulan IV
	20

	
	
	
Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja
	
kuisioner
	87,99
	Triwulan I
	20

	
	
	
	
	
	Triwulan II
	20

	
	
	
	
	
	Triwulan II
	20

	
	
	
	
	
	Triwulan IV
	20

	
2
	
Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan

	
Persentase tenaga kerja yang berkompeten
	
%
	
10
	Triwulan II
	20

	
	
	
	
	
	Triwulan III
	20

	
	
	
	
	
	Triwulan IV
	20

	
	
	
	
	
	Triwulan IV
	20

	3
	Menurunnya sangketa pengusaha dengan pekerja
	Persentase penurunan perselisihan pengusaha dan pekerja
	100
	Persen
(%)
	Triwulan I
	25 %

	
	
	
	
	
	
Triwulan II
	
25 %

	
	
	
	
	
	
Triwulan III
	
25 %

	
	
	
	
	
	
Triwulan IV
	
25 %


Sumber Data Dinas Tenaga Kerja

Dokumen perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2021 tersaji dalam satu lampiran 1 perjanjian kinerja, yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, mulai dari level pejabat tinggi ( Eselon II.a ) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (Cascading) dari perjanjian kinerja alasannya untuk mewujudkan kinerja tersebut. Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mendapat dukungan Anggaran sebesar Rp. 18,316,804,550,    ( Delapan belas milyar tiga ratus enam enam belas juta delapan ratus ribu  lima ratus lima puluh rupiah ) digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang terangkum dalam 5 (lima) program yaitu, (1) Program Penunjang urusan pemerintah Daerah ; (2) Program Perencanaan Tenaga Kerja ; (3) Program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja ; (4) Program penempatan tenaga kerja ; (5) Program hubungan industrial. Sesuai tabel alokasi Anggaran tahun 2021









	Tabel 2.4
ALOKASI ANGGARAN KAS TRIWULAN

	PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2021

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	URUSAN
	  :  URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA
	
	
	
	

	UNIT ORGANISASI
	  :  DINAS TENAGA KERJA
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NO.
	PROGRAM
	KEGIATAN
	KODE SUB KEGIATAN
	SUB KEGIATAN
	PAGU                                                          ANGGARAN
	SUMBER                          DANA
	ALOKASI 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	TRIWULAN I
	TRIWULAN II
	TRIWULAN III
	TRIWULAN IV

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
	 
	 
	
	       17,083,377,550 
	 APBD 
	    3,943,226,061 
	                4,685,123,003 
	       4,361,399,248 
	   4,093,629,238 

	 
	
	Perencanaan,  Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	 
	 
	              10,000,000 
	 APBD 
	          3,000,000 
	                      4,320,000 
	              2,680,000 
	                        - 

	 
	
	
	2.07.01.2.01.06
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	                            10,000,000 
	 APBD 
	                     3,000,000 
	                                       4,320,000 
	                          2,680,000 
	                                      - 

	 
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	 
	 
	        13,166,738,000 
	 APBD 
	     3,125,771,991 
	                3,797,406,991 
	         3,123,241,991 
	    3,120,317,027 

	 
	 
	
	2.07.01.2.02.01
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	                    13,156,738,000 
	 APBD 
	                 3,120,101,991 
	                                3,796,431,991 
	                      3,120,101,991 
	              3,120,102,027 

	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	2.07.01.2.02.05
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
	                            10,000,000 
	 APBD 
	                     5,670,000 
	                                          975,000 
	                           3,140,000 
	                         215,000 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	 
	 
	                              - 
	 APBD 
	                         - 
	                                     - 
	                            - 
	                        - 

	 
	 
	
	2.07.01.2.05.01
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	                                               - 
	 APBD 
	                                       - 
	                                                         - 
	                                            - 
	                        - 

	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
 
Administrasi Umum Perangkat Daerah
	 
 
 
2.07.01.2.06.01
 
	 
 
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	 
 
            477,445,900 
                            15,000,000 
 
	 
 
 APBD 
 APBD 
 
 
	 
 
       122,928,500 
                     10,125,000 
 
 
	 
 
                   137,636,843 
                                                         - 
 
 
	 
 
          153,800,030 
                                            - 
 
 
	 
 
        63,080,527 
                    4,875,000 
 
 
 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	2.07.01.2.06.04
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	                        237,445,900 
	 APBD 
	                   77,846,500 
	                                     37,421,843 
	                         86,192,557 
	                  35,985,000 

	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	2.07.01.2.06.05
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	                         150,000,000 
	 APBD 
	                     8,957,000 
	                                     79,215,000 
	                         45,107,473 
	                   16,720,527 

	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	2.07.01.2.06.06
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	                            71,000,000 
	 APBD 
	                   22,000,000 
	                                     21,000,000 
	                        22,500,000 
	                    5,500,000 

	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	2.07.01.2.06.09
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	                             4,000,000 
	 APBD 
	                     4,000,000 
	                                                         - 
	                                            - 
	                                      - 

	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	 
	 
	         2,454,057,650 
	 APBD 
	       581,555,099 
	                    621,518,153 
	           616,521,626 
	      634,462,772 

	 
	
	
	2.07.01.2.08.01
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	                            10,000,000 
	 APBD 
	                                       - 
	                                     10,000,000 
	                                            - 
	                                      - 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	2.07.01.2.08.02
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
	                            311,113,650 
	 APBD 
	                   77,785,626
	                                    77,785,626
	                        77,785,626
	                  77,756,772











	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	2.07.01.2.08.04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	                      2,132,944,000 
	 APBD 
	                503,769,473 
	                                  533,732,527 
	                     538,736,000 
	               556,706,000 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	 
 
 
2.07.01.2.09.01
 
	 
 
 
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas
	 
 
            975,136,000 
                         299,991,000 
 
	 
 
 APBD 
	 
 
        109,970,471 
                    46,320,471 
 
	 
 
                    124,241,016 
                                      97,791,016 
	 
 
           465,155,601 
                        52,785,384 
 
	 
 
      275,768,912 
                 103,094,129 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	 APBD 
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	2.07.01.2.09.09
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	                        500,000,000 
	 APBD 
	                                       - 
	                                                         - 
	                      339,045,417 
	                160,954,583 

	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	2.07.01.2.09.10
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	                          175,145,000 
	 APBD 
	                   63,650,000 
	                                    26,450,000 
	                        73,324,800 
	                    11,720,200 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	 
	 
	 
	            555,000,000 
	 APBD 
	                         - 
	                  554,962,000 
	                   38,000 
	                        - 

	 
	
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
	 
	 
	            555,000,000 
	 APBD 
	                         - 
	                  554,962,000 
	                   38,000 
	                        - 

	 
	
	
	2.07.03.2.01.01
	Proses Pelaksanaan dan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
	                        555,000,000 
	 APBD 
	                                       - 
	                                  554,962,000 
	                                38,000 
	                                      - 

	 
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NO.
	PROGRAM
	KEGIATAN
	KODE SUB KEGIATAN
	SUB KEGIATAN
	PAGU                                                          ANGGARAN
	SUMBER                          DANA
	ALOKASI 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	TRIWULAN I
	TRIWULAN II
	TRIWULAN III
	TRIWULAN IV

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.
	Program Penempatan Tenaga Kerja
	 
	 
	 
	            177,900,000 
	 APBD 
	                         - 
	                    59,794,000 
	           117,673,000 
	             433,000 

	 
	 
	Pelayanan Antarkerja Di Daerah Kabupaten / Kota
	 
	 
	            177,900,000 
	 APBD 
	                         - 
	                    59,794,000 
	           117,673,000 
	             433,000 

	 
	 
	
	2.07.04.2.01.01
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
	                         177,900,000 
	 APBD 
	                                       - 
	                                    59,794,000 
	                       117,673,000 
	                        433,000 

	 
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                                      - 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                                      - 

	IV.
	Program Hubungan Industrial
	 
	
	 
	            500,527,000 
	 APBD 
	          8,375,000 
	                   124,738,900 
	            122,001,100 
	      245,412,000 

	 
	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten  / Kota
	 
	 
	            500,527,000 
	 APBD 
	          8,375,000 
	                   124,738,900 
	            122,001,100 
	      245,412,000 

	 
	
	
	2.07.05.2.02.02
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat / Berdampak Pada Kepentingan Di 1 ( Satu ) Daerah Kabupaten  / Kota
	                        300,527,000 
	 APBD 
	                                       - 
	                                   123,738,900 
	                         121,001,100 
	                  55,787,000 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	2.07.05.2.02.04
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten / Kota
	                        200,000,000 
	 APBD 
	                     8,375,000 
	                                        1,000,000 
	                           1,000,000 
	                189,625,000 

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	                                       - 
	 
	 
	 

	JUMLAH ANGGARAN
	      18,316,804,550 
	 APBD 
	     3,951,601,061 
	                5,424,617,903 
	         4,601,111,348 
	   4,339,474,238 


Sumber data : Dinas Tenaga Kerja
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja
Pencapaian Kinerja pada hakekatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal untuk memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward (penghargaan) dan punishment (hukuman). Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran
berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.
digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama Alat ukur yang digunakan untuk ukuran. Alat ukur yang (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan Perangkat Daerah (PD) di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Laporan Kinerja PD ini ditujukan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya
Dicapai.
Selain itu, laporan ini dimasukkan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi PD untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran Capaian Kinerja, Sasaran Strategis meliputi identifikasi atas realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan membandingkan dengan targetnya, Analisis.
lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang dibawah target, untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di tahun 2020 dan atau tahun-tahun selanjutnya secara
ringkas capaian per tujuan strategis, dan per IKU sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Tenaga Kerja  Kota Bekasi 
Tahun Anggaran 2021 (Perjanjian Kinerja Perubahan)
	No.
	Uraian Tujuan/Sasaran/IKU
	Satuan
(%)
	Target
	Realisasi
	Capaian

	1
	Tujuan :
Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

	
	Sasaran :
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas
Indikator Kinerja Utama :

	
	-Nilai AKIP Dinas Tenaga  Kerja
	 %
	80
	64.65
	80.61

	
	-Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja
	kusioner
	87.99
	87,99
	100

	2
	Tujuan : 
Mewujudkan produktivitas ketenagakerjaan yang berbasis kemandirian

	
	Sasaran :
-Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan

	
	Indikator Kinerja Utama
Persentase tenaga kerja yang berkompeten
	%
	20
	20
	100

	
	· Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja
Indikator Kinerja Utama
	
	
	
	

	
	Persentase penurunan perselisihan pengusaha dan pekerja
	%
	100
	100
	100


Sumber data Dinas Tenaga Kerja


3.2. Analisis Capaian Kinerja

Sesuai Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2018-2023 , terdapat 1 (satu) Misi dan 2 (dua) Tujuan, serta 3 (tiga) Sasaran Strategis, adapun analisa dari ketiga Sasaran Strategis untuk mencapai 2 (dua) Tujuan dan 4  (empat) IKU dari Dinas Tenaga Kota Bekasi yaitu :




Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Tenaga Kerja tahun 2020
dan 2021

	No
	Sasaran
Strategis
	Indikator
Kinerja
	satuan
	Tahun2020
	Tahun2021

	
	
	
	
	Target
	realisasi
	Capaian
	Target
	Reali
Sasi
	Capain kinerja

	1
	2
	3
	6
	7
	7
	8
	9
	8
	9

	1
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas
	Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja
	%
	77,78
	77.78
	100
	80
	64.65
	80

	
	
	Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja
	Kusioner
	87.98
	86.98
	100
	87.99

	87.99
	100

	2
	Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan
	Persentase tenaga kerja yang berkompeten
	%
	30
	30
	100
	16.66
	16.66
	100

	
	Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja

	Persentase penurunan perselisihan pengusaha dan pekerja
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Sumber Data Dinas Tenaga Kerja

3.2.1. Sasaran Strategis I
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas Dalam Sasaran Strategis yang pertama ini, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas Sasaran Strategis pertama serta analisa dari
Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP
Tabel 3.3
Sasaran Strategis I
Tingkat Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi
	NO
	Uraian Tujuan/Sasaran/IKU
	Satuan
(%)
	Target
	Realisasi
	Capaian

	1
	Indikator Kinerja Utama :
Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja

	%
	80
	64,65
	80

	2
	Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja
	kuisioner
	87.99

	87.99

	100


Sumber Data Dinas Tenaga Kerja

Analisa atas capaian indikator-indikator Sasaran Strategis I adalah sebagai berikut: Nilai Akip Dinas Tenaga Kerja tahun 2021,tercatat 80 % Lebih rendah sebesar 20 % sedangkan Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja target 87.99 ralisasi 87.99 sehingga capaian mencapai 100 %.
Formula untuk iku ini adalah : 
Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (.60-70), CC (>50-60), C (>30-50) dan D (0-30)

		Jumlah rata-rata tertimbang dikali 25  (kuisioner )







Tabel 3.4
Perbandingan akumulasi realisasi indikator Kinerja Utama (IKM)target akhir renstra 2018-2023
	CAPAIAN INDIKATOR
KINERJA
	SATUAN
	TINGKAT KONSISTEN

	
	
	2021
	2023

	Target
	indeks
	87.99
	100

	Realisasi
	indeks
	87.99
	100



3.2.2. Sasaran Strategis II
Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan
Dalam Sasaran Strategis yang kedua ini, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas Sasaran Strategis II, serta analisa dari satu Indikator Kinerja Utama (IKU), akan diuraikan sebagai berikut
	Jumlah lapangan kerja baru yang produktif   X 100
jumlah lapangan kerja




Jumlah Tenaga kerja  baru yang produktif yang mendapatkan Pelatihan keahlian akan ditingkatkan akan semakin banyak jumlah tenaga kerja yang terlatih dan memiliki keahlian;  target tahun 2021 sebanyak  target 350 orang baru capaian 375 orang  ) dan capaian 107 %  orang meningkatkan target  Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi bekerjasama dengan BPPLK , BLK Propinsi dan Dinas terkait.   Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Bekasi 2018-2023, Untuk Tahun 2021 Secara keseluruhan capaian target indikator kinerja Tahun 2021 berdasarkan hasil Strategis Dinas Tenaga Kerja mencapai rata-rata sebesar 107 %pengukuran rencana interprestasi baik.




Tabel 3.5
Sasaran Strategis II
Tingkat Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

	[bookmark: _Hlk81320556]Indikator Kinerja Sasaran
	Satuan
	Tahun 2020
	Capaian Kinerja
Tahun 2021

	
	
	Target
	Realisasi
	

	Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan
	Persen
(%)
	16.66
	16.66
	100 %


Sumber Data  :Bidang Produktivitas,Bidang pelatihan dan bidang penempatan

Pelatihan yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi bagi pencari kerja berbasis kompetensi mencapai 100% karena pelatihan yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi bagi pencari kerja, telah dilatih ketrampilannya sebanyak 350 orang yang dilatih Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka merencanakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun mendatang dengan mengedepankan usulan kebutuhan dari masyarakat, sehingga diharapkan kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga

Tabel 3.6
 Perbandingan akumulasi realisasi indikator Kinerja Utama target akhir renstra 2018-2023
Persentase tenaga kerja yang berkompeten
	CAPAIAN INDIKATOR
KINERJA
	SATUAN
	TINGKAT KONSISTEN

	
	
	2021
	2023

	Target
	%
	16.66
	100

	Realisasi
	%
	16.66
	100


3.2.3. Sasaran Strategis III
Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja
Perselisihan Hubungan Industrial di Kota Bekasi  pada Tahun 2021 terselesaikan dengan Perjanjian Bersama sebesar 100%, dari target yang ditetapkan sebesar 100 %, sebagaimana pada Sasaran Strategis III  Indikator Kinerja 
Dalam Sasaran Strategis yang ketiga  ini, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas Sasaran Strategis III, serta analisa dari satu Indikator Kinerja Utama (IKU), akan diuraikan sebagai berikut:

	Jumlah Kasus yang terselesaikan X 100
jumlah kasus yang tercatat



Sasaran Strategis ke 3 (tiga ) adalah Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu :  .Persentase penurunan perselisihan pengusaha dan dicapai pada tahun 2021 yaitu sebesar 100 %  jumlah kasus yang masuk /tercatat diselesaikan sebesar 134 kasus dapat dilihat pada   tabel berikut :
Tabel 3.7
Sasaran Strategis II
Tingkat Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

	Indikator Kinerja Sasaran
	Satuan
	Tahun 2020
	Capaian Kinerja
Tahun 2021

	
	
	Target
	Realisasi
	

	Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja

	Persen
(%)
	100
	100
	100 %


Sumber data Bidang Hubungan Industrial


Hal ini disebabkan karena program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi satunya bisa mengurangi beban permasalahan hubungan industrial antara tenaga kerja dengan perusahaan, adapun jumlah kasus hubungan industrial di Kota Bekasi Tahun 2021 sebanyak 64, dan sudah diselesaikan dengan Perjanjian Bersama atau 100%. 
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam rangka mengurangi kasus hubungan industrial yakni dengan jalan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan mengenai peraturan ketenagakerjaan, sehingga diharapkan terciptanya kondisi yang kondusif antara tenaga kerja dan perusahaan
Keberhasilan indikator sasaran ini akan menunjang keberhasilan pencapaian indikator sasaran Kepala Daerah di RPJMD Tahun 2018-2023, yaitu perlindungan ketenagakerjaan Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan dengan tujuan Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan menurunkan angka pengangguran

Tabel 3.8
 Perbandingan akumulasi realisasi indikator Kinerja Utama target akhir renstra 2018-2023
Persentase penurunan perselisihan pengusaha dan pekerja
	CAPAIAN INDIKATOR
KINERJA
	SATUAN
	TINGKAT KONSISTEN

	
	
	2021
	2023

	Target
	%
	100
	100

	Realisasi
	%
	100
	100


Sumber Data. Bidang Hubungan Industrial

Tingkat capaian indikator Persentase Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama forum Bipartit dan penyelesaian bersama mediator hasil capaian sebesar 100% seharusnya terselesaikan melalui perjanjian bersama, namun yang dapat terselesaikan sebanyak 64 kasus, dengan predikat sangat baik. Kesepakatan antara kedua belah pihak baik dari pekerja/ buruh maupun pihak perusahaan sehingga tidak ada kasus yang tidak terselesaikan, tercapainya target untukTahun 2021.
Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Peningkatan/penurunan kinerja.Penurunan kinerja meningkatnya jumlah kasus yang terselesaikan selama Tahun 2021 melalui penetapan program hubungan industrial. Keberhasilan dapat dicapai diukur melalui kinerja program hubungan industrial, dalam upaya mewujudkan cakupan kasus yang terselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen renstra. 
			Namun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan memiliki kendala/permasalahan yang sama dihadapi oleh Bidang-bidang pada Dinas Tenaga Kerja yaitu, pengumpulan data ketenagakerjaan dari bidang-bidang terhambat/beberapa terlambat sehingga waktu verifikasi data memastikan data.
Adapun rekomendasi/tindak lanjut adalah pengumpulan rancangan renstra yang ada pada Dinas Tenaga Kerja yang perlu dilakukan koordinasi /komonikasi lebih awal. Surat Edaran Penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang perlu dibuat lebih awal/ jauh lagi dari pelaksanaan verifikasi sehingga Renstra Dinas Tenaga Kerja biasa dilakukan perbaikan lebih awal.
Pencapaian suatu sasaran strategi tidak terlepas dari adanya lokasi anggaran dari program dan kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis berikut alokasi pagu anggaran program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
3.3. Analisis Capaian Kinerja Anggaran

Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2021 secara rinci diuraikan di bawah ini





Tabel 3.10
Alokasi dan Realisasi anggaran
Realisasi Anggaran
	No
	Indikator Sasaran
	Program/Kegiatan
	Pagu
Anggaran
	Realisasi
Anggaran
	Capaian
Kinerja
%
	Tingkat
Efisiensi

	
	
	
	
	(Rp)
	%
	
	

	1.

	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	10.000.000
	1.981.000 

	19,81 

	100
	efisiensi

	
	
	Administrasi keuangan perangkat Daerah 
	12.316.738.000 

	10.977.894.007 

	89.13
	100
	efisiensi

	
	
	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah 

	0
	0
	0
	0
	Tidak efesien

	
	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah 

	477.445.900 

	433.677.000 

	90,83
	100
	efesien

	
	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah 

	2.454.057.650 

	2.020.089.989 

	82,32 

	100
	efesien

	
	
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah 
	975.136.000 

	746.500.409 

	76,55 

	100
	efesien

	
	Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan
	Pelaksnaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi 




	555.000.000 

	544.383.000 

	98.09
	100
	

	
	
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kab/Kota 

	177.900.000 

	167.807.500 

	94.33 

	100
	efesien

	3
	Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja

	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan Perusahaan Daerah Kab/Kota 

	500.527.000 

	402.485.600 

	80.41
	100
	efesien


Sumber Data Dinas Tenaga Kerja











TABEL 3.11
REALISASI BELANJA DAERAH DINAS TENAGA KERJA
	NO
	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 
	PAGU 
ANGGARAN
	REALISASI 
%
	% 

	1
	2
	3
	4
	5

	
	URUSAN TENAGA KERJA 
	
	
	

	I
	DINAS TENAGA KERJA
	17.466.804.550
	16.027.170.306
	91 .76%

	
	I
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
	16.223.377.550
	14.912.494.206
	91.86

	
	
	A
	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah
	10.000.000
	1.981.000
	19.81 %

	
	
	
	1
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD 
	10.000.000
	1.981.000
	19,81

	
	
	B
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 
	12.316.738.000
	11.584.003.120
	94.05 %

	
	
	
	1
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	12.306.738.000
	11.583.573.120
	94.12

	
	
	
	2.
	Koordinasi dan penyunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
	10.000.000
	430.000
	4.30 %

	
	
	C
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 
	0
	0
	0

	
	
	
	1
	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 


	0
	0
	0

	
	
	D
	Administrasi Umum Perangkat Daerah 
	477.445.900
	433.677.000
	90,83 %

	
	
	
	1
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
	15.000.000
	14.865.850
	99.11 %

	
	
	
	2
	Penyedian Bahan Logistik Kantor 
	237.445.900
	220.096.900
	92.69 %

	
	
	
	3
	Penyediaan Barang Cetakan dan pengadaan 
	150.000.000
	130.254.250
	86,84 %

	
	
	
	4
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 
	71.000.000
	68.460.000
	96.42 %

	
	
	
	5
	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD 
	4.000.000
	0
	0 %

	
	
	E
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	447.000.000
	433.677.000
	90.83

	
	
	
	1
	Penyedian Komponen instalasi listrik/Penerangan 
	15.000.000
	14.865.850
	99.11 %

	
	
	
	2
	Penyediaan Bahan  logistic Kantor
	237.445.900
	220.096.900
	92.69 %

	
	
	
	3
	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
	150.000.000
	130.254.250
	86.84 %

	
	
	
	4
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 
	71.000.000
	68.460.000
	95.42 %

	
	
	
	5
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
	4.000.000
	0
	0.0%

	
	
	E
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.454.057.650
	2.146.332.677
	87.46 %

	
	
	
	1
	Penyediaan Jasa Sura Menyurat 
	10.000.000
	7.120.000
	71.21 %

	
	
	
	2
	Penyediaan Jasa Komonikasi Sumber Daya Air dan listrik
	311.113.650
	142.583.867
	45.83 %

	
	
	
	3.
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 
	2.132.944.000
	1.996.628.310
	93.61 %

	
	
	F
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
	975.136.000
	746.500.409
	76,55 %

	
	
	
	1
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 
	299.991.000
	243.686.890
	81,23 %

	
	
	
	2
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya 
	500.000.000
	380.113.519
	76,02 %

	
	
	
	3
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasaranan Gedung Kantor atau bangunan lainnya 
	175.145.000
	122.700.000
	709,02 %

	
	2
	Pelatihan kerja dan Produktivitas tenaga kerja 
	555.000.000
	544.383.000
	98.09 %

	
	
	
	1
	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
	555.000.000
	544.383.000
	98.09 %

	
	3
	Program Penempatan Tenaga Kerja 
	177.900.000
	167.807.500
	94.33 %

	
	
	A
	
	Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten /Kota 
	177.900.000
	167.807.500
	94.33 %

	
	4
	Program Hubungan Industrial 
	500.527.000
	402.485.600
	80.41 %

	
	
	
	1
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja ,Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 ( satu ) Daerah kabupaten /Kota 
	300.527.000
	220.775.600
	73.46 %

	
	
	
	2
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 
	200.000.000
	181.710.000
	90.86 %


Sumber Data Dinas Tenaga Kerja 







I. Program Pelatihan tenaga kerja  dan Produktivitas TenagaKerja Realisasi anggaran Rp. 544.383.000 atau  98.09 %
dari pagu anggaran sebesar Rp.555,000,000,- dan output Peningkatan kualitas produktivitas Tahun 2021 Anggaran ini Dana Insentif Daerah (DID) kegiatan yang sama dengan Anggaran APBD Kota Bekasi Program Peningkatan 
II    Program Penempatan Tenaga Kerja 
Kegiatan Penetapan realisasi anggaran Rp. 167.807.500 ,- atau 94.33 % dari pagu  dengan capaian 80.41 %
III .Program Hubungan Industrial
Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan Perusahaan Daerah dengan jumlah Anggaran  Rp. 500.527.000.- dengan realisasi Rp. 402.485.600.-










BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2021 ini sebagai wujud pertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari suatu kewenangan pengelolaan sumber daya manusia yang dipercayakan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi LKIP ini juga berperan sebagai tolok ukur, sampai dimana tingkat keberhasilan kinerja instansi pemerintah, sebagai alat kendali penilaian kinerja serta sebagai alat pendorong dalam rangka Good Governance yang dicita-citakan pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah tercapai tersebut imuka merupakan wujud adanya koordinasi dan sinkronisasi dari semua delemen yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, dan atas dukungan semua pihak baik dari lingkungan lintas sektoral maupun masyarakat. Laporan ini menggambarkan Kinerja Dinas Tenaga Kerja
Laporan ini menggambarkan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi antara lain
1.  Peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang ketenagakerjaan
2. Peningkatan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta terserapnya pengangguran Kota Bekasi
3.  Terwujudnya pengembangan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan untuk terciptanya kesejahteraan tenaga kerja dan kemajuan dunia usaha;
4, 	Peningkatan Kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja melalui pengawasan dan peningkatan hukum ketenagakerjaan dan perlindungan
5.  hak-hak pekerja melalui pelaksanaan program Jaminan SosialTenaga Kerja

4.2	Rencana Tindak
Dinas Tenaga KerjaKota Bekasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja didasarkan atas tugas dan kewenangannya pada bidang Tenaga Kerjasesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.
Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran yang telah dicapai memberikan motivasi yang sangat tinggi dan berharga bagi Dinas Tenaga kerja Kota Bekasi beserta seluruh jajarannya untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang, beberapa langkah penting sebagai saran yang akan dijadikan dasar memperbaiki arah kebijakan agar dapat memacu peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sebagai berikut:
1. Merancang dan membangun sistem pengumpulan data kinerja yang memadai sebagai database manajemen sistem sehingga mampu menyajikan data-data kinerja secara cepat dan akurat baik untuk keperluan penyusunan LKIP maupun untuk pengambilan keputusan manajemen.
2. Penambahan fasilitas pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.
3. Sedangkan untuk program dan kegiatan yang telah sesuai target/kategori baik selama Tahun 2019 agar tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan akuntabilitas kinerja oleh seluruh aparatur di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Sehingga visi Dinas Tenaga kerja Kota Bekasi “Mewujudkan produktivitas ketenagakerjaan dengan Kemandirian”, dapat terwujud, Aamiin ….
Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai
tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan ini akan menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan sasaran strategis dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi 2018-2023 serta dengan memperhatikan perkembangan tuntutan stakeholder, sehingga Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional. Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sepanjang Tahun 2020. Dimasa mendatang, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi akan melakukan berbagai langkah untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja dan pelaporannya agar terwujud transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan.
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